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ABSTRAK

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, memerlukakiu yang sangat lama.
Dalam hal ini diperlukan sebuah pengambilan ke@untugang cepat dan tepat,
maka diperlukan suatu teknologi yang dapat mengjnaermasalahan tersebut.
Salahsatunya menggunakan teknologi yang dinamatamet. Penyedia layanan
jasa internet dari PT. Telkomsel yang merupakaraday jasa komunikasi
mengembangkan suatu produk untuk mewujudkan itu uaemyaitu
TelkomselFlash. TelkomselFlash merupakan layanaternat tanpa kabel
(wireless) yang disediakan oleh Telkomsel untuk seluruh peangya dengan
menggunakan kartu Simpati, kartu As yang merupakartu prabayar, dan
pascabayar dengan produknya kartu Halo untuk memgsjnalkan
TelkomselFlash tersebut. Permasalahan yang akamhaBbdalam skripsi ini
adalah bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindumg&um terhadap
pengguna jasa TelkomselFlash jika terjadi kerugd&ibat pengurangan kuota
secara sepihak oleh Telkomsel dan kendala-kengalaaa yang dihadapi dalam
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penggwaaTjelkomselFlash jika
terjadi kerugian akibat pengurangan kuota secapéhae oleh Telkomsel dan
bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakanodeeipendekatan yuridis
sosiologis, dengan melakukan wawancara kepada -pihak terkait dan
penelitian bersifat deskriptif dengan lokasi perali di PT. Telkomsel cabang
Padang. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Ilkentulan pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Telkéhasél jika terjadi kerugian
akibat pengurangan kuota secara sepihak bersifaesi€é dan prefentif, yakni
berupa pembinaan dan pengawasan. Sedangkan p@aksperlindungan yang
diberikan kepada konsumen atas hak-haknya yanggdjga akibat pengurangan
kuota secara sepihak belum memberikan perlindungargy khusus terhadap
konsumen. Kendala-kendala yang dihadapi dalam gatelan perlindungan
hukum bagi konsumen pengguna jasa TelkomselFlash @ngurangan kuota
secara sepihak dapat dilihat dari 3 sisi yaitu,alilpelaku usaha ( Pihak
Telkomsel ), konsumen, dan BPSK. Akan tetapi, diteam beberapa potensi
kendala yang mungkin bisa terjadi dikemudian hari.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi sekarangpgrinanfaatan
dan penggunaan mediexisting dalam pengembangan sistem informasi,
komunikasi maupun bisnis sangatlah penting. Perkegdn ini juga akhirnya
mengakibatkan kemajuan yang pesat di daerah bikamunikasi maupun
sistem informasi. Sebagai salah satu contoh, pesgutinggi seperti
Universitas Andalas telah menerapkan sistamtine dalam hal informasi,
serta sarana dan prasarana akademik Universitaalasd

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, memerlukaktu yang
sangat lama. Dalam hal ini diperlukan sebuah pebdamkeputusan yang
cepat dan tepat, maka diperlukan suatu teknologg ydapat mengurangi
permasalahan tersebut. Salah satunya menggunakiamolog yang
dinamakan internet. Internet merupakan jaringaratbgang dibentuk oleh
interkoneksi jaringan komputer dan komputer tungliséluruh dunia, lewat
saluran telepon, satelit, dan sistem komunikasnig.

Penggunaan internet dalam masyarakat bukanlah aleangal yang
asing lagi, karena begitu mudahnya untuk dipahd&erbagai kemudahan
akses internet yang ditawarkan oleh pemasar dalenebuat perhatian para

konsumen, dapat dibaca oleh pemasar dari PT. Trelekikasi Indonesia.



Secara umum manfaat yang dapat diperoleh apalsiEosng mempunyai
akses ke internet adalah memperoleh informasi yaag tanpa batas secara
individu, sosial, maupun informasi bisnis atau pgkeun dapat diperoleh
melalui akses internet.

Berkaitan dengan itu, pada dasarnya penggunaamneéntedapat
menghemat waktu artinya mempunyai dampak terhadaghematan biaya.
Semakin cepat didapatkan informasi yang dibutuhkeka akan semakin
sedikit biaya yang diperlukan. Untuk itu maka diakan suatu teknologi yang
baru agar hal tersebut bisa tercapai dengan msahimgga hasil dari suatu
pekerjaan dapat maksimal. Penyediaan layanan eéitetengan basis atau
dasarGSM (Global System for Mobile Communications) yang merupakan
salah satu upaya dalam memberikan komunikasi metgkrnet’ Penyedia
layanan jasa internet dari PT. Telkomsel yang nakap layanan jasa
komunikasi mengembangkan suatu produk untuk mewajudtu semua,

yaitu TelkomselFlash.

TelkomselFlash merupakan layanan internet tanpaelk@treless)
yang disediakan oleh Telkomsel untuk seluruh peangya dengan
menggunakan kartu Simpati, kartu As yang merupdaatu prabayar, dan
pascabayar dengan produknya kartu Halo untuk meamgsipnalkan

TelkomselFlash tersebut. Layanan ini dapat menliaasi kecepatan

1 <http://en.wikipedia.org/wiki/GSM - 102k GSM - Wikipedia, the free encyclopedia
diakses tanggal 1 Desember 2010.




download sampai dengan 7,Mbps yang didukung dengan teknologi
HSDPA/3G/EDGE/GPRS?
Keuntungan-keuntungan  yang  diberikan  TelkomselFlaskepada
pelanggannya, yaitu:
1. Mudah dikontrol
Adanya pilihan pakatnlimited, pengguna jasa dapat menggunakan
internet sepuasnya tanpa khawatir dengan bataddn dan kelebihan

biaya akses.

2. Fleksibel
Pengguna jasa internet dapat menggunakan dan nexkdaf kartu

Telkomsel jenis apapun, baik kartu Halo, Simpatuptin Kartu As.

3. Kecepatan Tinggi
Pengguna jasa dapat menikmati pengalaman akseseitkengan

kecepatan hingga 7Mbps.

4. Jangkauan Jaringan yang Luas

2 www.adipedia.com‘Perbedaan Akses Data GPRS, 3G/UMTS, EDGE, 3.5G/HSPA”,
diakses tanggal 21 Oktober 2010. HSDPA (High Sfizmanlink Packet Access) merupakan
perkembangan akses data selanjutnya dari 3G. HSeRAg disebut dengan generasi 3.5 (3.5G).
3G/UMTS (Universal Mobile Telecommunication Seryicperkembangan selanjutnya dari
EDGE. UMTS sering disebut generasi ke tiga (3GhiSenenyediakan fasilitas akses internet (e-
mail, mms, dan browsing), UMTS juga menyediakailifas video streaming, video conference,
dan video calling*). Secara teori kecepatan ak9d3 & sekitar 480kbps. EDGE (Enhanced Data
for Global Evolution) : teknologi perkembangan dagM, rata-rata memiliki kecepatan 3kali dari
kecepatan GPRS. Kecepatan akses EDGE secaragkitair 884kbps. Fasilitas yang disediakan
EDGE sama seperti GPRS (e-mail, mms, dan browsBigRS (General Packet Radio Service) :
suatu teknologi yang digunakan untuk pengirimanmmrerimaan paket data. GPRS sering
disebut dengan teknologi 2.5G. Fasilitas yang diberoleh GPRS : e-mail, mms (pesan gambar),
browsinginternet Secara teori GPRS memberikan kecepatan aksea &8tebps sampai
115kbps.




Akses internet dapat dilakukan dimana saja danrkapg, dalam jangkauan
jaringan 3G/HSDPA Telkomsel. Hal tersebut tidak hanya ditawarkan dan
dimiliki oleh TelkomselFlash sendiri, melainkan h@msemuabroadband
modem internet di Indonesia. Tetapi TelkomselFldapat dikatakan unggul
dalam menarik pasarnya.

Sebagian masyarakat pengguna jasa informatika trdaknahami
mekanisme pengenaan tarif penggunaan internefjggghisering mengajukan
klaim produk yang ditawarkan berhubungan dengarepaan mengakses
yang ternyata tidak sesuai, sebagaimana dirasa&harpelanggan internet dari
PT. Telkomsel. Dalam kenyataannya, pihak Telkonmsasing kali tidak
menjelaskan adanya ketentuan pengurangan kuot@&btgrspada saat
diadakannya transaksi jual beli produk Telkomsalfrléerhadap pelanggan.
Sebagai contoh vyaitu salah satu paket Telkoms#Riatuk pengguna kartu
Halo adalahUnlimited 3GB, dimana biaya yang ditawarkan sebesar Rp
225.000,00 dengan kecepatan maksimalMbps setiap bulan. Tetapi dalam
pelaksanaannya ternyata Telkomsel mengurangi keoep#tses internet dari

7,2Mbps menjadi 6&bps setelah pemakaian kuot&B.

Pengurangan kuota yang sangat sepihak tersebus jsdengat
merugikan konsumen. Pada Pasal 18 ayat (1) humémyebutkan dilarang
mencantumkan klausula baku apabila, “Menyatakanbpeisn kuasa dari
konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsamgum tidak langsung
untuk melakukan segala tindakan sepihak yang arkdengan barang yang

dibeli oleh konsumen secara angsuran”.



Apabila dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) huryhhg menjelaskan
dilarang mencantumkan klausula baku apabila “Memiiegk kepada pelaku
usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau menguitaaga kekayaan
konsumen yang menjadi objel jual beli jasa”. Maka klausula tersebut
termasuk larangan pelaku usaha dalam menawarkarygag ditujukan untuk
diperdagangkan, dilarang membuat atau mencanturkleaisula baku pada
setiap dokumen dan/atau perjanjian. Ini merupakelanggaran terhadap

perjanjian antara pelaku usaha dengan konsimen.

Dalam ketentuan TelkomselFlash menyatakan: “Tellemsdak
bertanggungjawab atas kerugian-kerugian pelanggariathu pihak ketiga
yang timbul sebagai akibat atau sehubungan dengrampehggunaan layanan
TelkomselFlash oleh pelanggan. Dalam hal demikialariggan dengan ini
membebaskan Telkomsel dari segala klaim, gugat@amathu tuntutan yang
dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan alaeg dilakukannya
melalui layanan TelkomselFlash sehingga klaim, tamgatuntutan dan/atau

ganti rugi tersebut menjadi tanggungjawab danaisjla sendiri.*

Hal ini menyesatkan dan dapat disebut dengan pamoan klausula
eksonerasi karena klausul tersebut mengandung $omaémbatasi atau
bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yamgsseya dibebankan

kepada pihak produsen atau penyalur produk (p@njsaflta bertentangan

**Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia“http://forum.chip.co.id/internet-provider-
indonesia/106117-diskusi-telkomsel-flash-unlimitechl) 7 September 2009. diakses tanggal 20
November 2010.

* Lampiran Ketentuan umum Layanan TelkomselFlashTlekomunikasi Seluler nomor 18.




dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentangndarigan Konsumen
dalam Pasal 19 ayat 1 yang menyebutkan “Pelakuausatianggung jawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran/athu kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau ms@ gihasilkan atau

diperdagangkan”.

Kata “kerugian” menurut redaksi tersebut justru ugéean konsumen,
karena kerugian mengandung pengertian tidak ditedsanya prestasi satu
pihak, sehingga menimbulkan akibat langsung yadgktidiharapkan pada
pihak lain. Lain persoalan jika kata yang digunakadalah *“risiko”.
Penyesatan lainnya, redaksi menggunakan kata (gadg intinya), “untuk
paket Advance kecepatan akses akan disesuaikan sampai dengdtbs4
setelah pemakaian GB". Kata “sampai dengan (maksimal)’ secara logis
dapat ditafsirkan bahwa kecepatan akan diturunkalaindari 1kbps sampai
64 kbps. Berarti TelkomselFlash punya keleluasaan apakaln aiturunkan
dari 5, 6 atau hingga @®ps, asalkan tidak melebihi 8dps. Inilah sebabnya
TelkomselFlash tidak merasa bersalah telah menkabakecepatan akses
berkurang sampai dibawahkbps. Tetapi hal ini tidak pernah mereka jelaskan
bahkan secara lisan. Yang mereka tahu hanyalalalsetensumen tanda

tangan, maka terjadi kesepakatan.

Berdasarkan uraian di atas, hal ini menarik uniildkdkan penelitian
lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judBREERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENGGUNA JASA TELKOMSELFLASH ATAS

PENGURANGAN KUOTA SECARA SEPIHAK.”



B. Perumusan Masalah
Untuk terarahnya penyusunan skripsi ini, ada beglaehal yang dapat

dirumuskan permasalahan antara lain :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadamgqea jasa
TelkomselFlash jika terjadi kerugian akibat penggen kuota secara

sepihak oleh Telkomsel

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadsggpna jasa
TelkomselFlash jika terjadi kerugian akibat penggen kuota secara
sepihak oleh Telkomsel

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam @elaks perlindungan
hukum terhadap pengguna jasa TelkomselFlash jijadtekerugian akibat
pengurangan kuota secara sepihak oleh Telkomsel lEgaimana

solusinya

C. Tujuan Penelitian
Dalam sebuah penulisan dan penelitian, tentu meyapumaksud dan

tujuan dari penulis. Begitu pula dalam penulisampskini, penulis bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungakur terhadap
pengguna jasa TelkomselFlash jika terjadi kerugéibat pengurangan

kuota secara sepihak oleh Telkomsel.



2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlgasiuhukum terhadap
pengguna jasa TelkomselFlash jika terjadi kerugéibat pengurangan
kuota secara sepihak oleh Telkomsel

3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yditgdapi dalam
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penggsaalglkomselFlash
jika terjadi kerugian akibat pengurangan kuota iecsepihak oleh

Telkomsel dan bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini atial

1. Manfaat teoritis
Untuk meningkatkan pemahaman teori dan pengetabhoamm tentang
perlindungan konsumen khususnya mengenai bentuk pataksanaan
perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Telkéissdl atas
pengurangan kuota secara sepihak dan kendala-keaga saja yang
dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum sbegaimana

solusinya.

2. Manfaat praktis :
a. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku Pewga Tinggi untuk
kemajuan masyarakat dalam bidang hukum;

b. Melatih kemampuan dan keterampilan dalam penukaaya ilmiah;



c. Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebadeirbdan pedoman
bagi konsumen dan pertimbangan bagi perusahaan gargerak

dibidang usaha yang sama atau sejenis.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pendapat menarik
beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jabdarmeelFlash jika
terjadi kerugian akibat pengurangan kuota secapghale ini, dimana
bentuk perlindungan hukum bersifat represif darieptd. Dalam hal ini
dapat dilakukan berupa pembinaan dan pengawasanbifEan yang
dilakukan dapat berbentuk pembuatan aturan-atuaanyang melindungi
konsumen. Sedangkan pengawasan dilakukan tidalah@ely pemerintah
namun masyarakat dan Lembaga Perlindungan KonsSwadaya.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penggsad glkomselFlash
jika terjadi kerugian akibat pengurangan kuota iesgpihak ini belum
nyata terlaksana, karena belum adanya perlindungamg khusus
diberikan kepada konsumen, akibatnya konsumen aedaghosisi yang
lemah. Pelaksanaan perlindungan tersebut masih jdah yang
diharapkan karena pelaku usaha masih menganggagurken sebagai
objek ekonomi tanpa memperhatikan hak-hak dari oes.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanadmghemgan hukum
bagi konsumen pengguna jasa TelkomselFlash atagupergan kuota

secara sepihak dapat dilihat dari 3 sisi yaitu:



a. Pihak pelaku usaha ( Pihak Telkomsel ), dimanaitigpghya akses
informasi yang akurat oleh perusahaan dan merefiadeng dibalik
rahasia perusahaan, penggunaan kalimat yang beamakrbigu
sehingga konsumen tidak terlalu paham mengenaddsi klausula
baku, tidak adanya respon untuk ganti rugi darakifielkomsel atas
kerugian materil yang dialami konsumen akibat puaggan kuota
secara sepihak.

b. Pihak konsumen, dimana konsumen belum cerdas deamdukritis
dalam menyikapi kerugian yang dialami, konsumenttéleracara dan
berhadapan dengan penegak hukum karena tidak iegot ataupun
bersusah payah, dan konsumen lebih banyak memdin @pasrah)
serta beralih ke produk lain yang kualitas prodekii baik dari
sebelumnya.

c. Pihak BPSK, dimana belum lengkapnya sarana daranaras yang
memadai, dan Sumber Daya Manusia (SDM), vyaitu Igiran
profesionalnya dan kebanyakan anggota BPSK bukai kidang
hukum ataupun sarjana hukum sehingga banyak dggosa tersebut
kurang mendalami masalah hukum.

Solusi yang tepat untuk mengatasi kendala tersahihgga
pelaksanaan perlindungan hukum dapat diaplikagikaigan baik dengan

terjaminnya hak-hak konsumen, yaitu:

1. Pihak pelaku usaha (pihak Telkomsel)



Pelaku usaha diharapkan lebih transparan dalam srémb informasi,
memberikan respon dengan baik, dan memberikan gueday sebaik-
baiknya terhadap konsumen, serta adanya bentuguaggawab terhadap
kerugian tanpa berlindung dibalik rahasia perusah8elain itu, di dalam
pencantuman klausula baku hendaknya tidak mamalian&t yang sulit
dimengerti serta tidak menimbulkan klausul eksosiengang sangat

merugikan konsumen.

. Pihak konsumen

Hendaknya konsumen lebih kritis dalam menuntut tellaya dilanggar
yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immiat dan
memahami hukum lebih mendalam lagi sehingga tiddlodbhi oleh
pelaku usaha. Konsumen bisa mengajukan permohoeagelgsaian
sengketa konsumen melalui pengadilan maupun dideagadilan seperti

BPSK dan prosedur untuk menyelesaikan sengketasanglah.

. Pihak BPSK

Pemerintah daerah dalam hal ini harus lebih menapigem mengenai
fasilitas yang kurang lengkap agar badan perlindarigpnsumen ini dapat
melaksanakan tugas dengan baik. Selain itu, SDNy ya@njadi anggota
BPSK hendaklah memenuhi persyaratan yang memadaiabila

persyaratan tersebut dapat diterapkan, maka pela#saperlindungan
hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikanpaktku usaha dapat

dijalankan dengan baik dan terarah dengan prosesyaksimal.



B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulisencoba untuk

memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Telkomsel harus jelas dan transpardémmda@enyampaian
informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang dikepada konsumen.
Bagi lembaga atau yayasan yang bergerak di bidasgjngungan
konsumen dan juga pemerintah untuk meningkatkaggveaisan terhadap
klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha yanggaigbatkan
kerugian dan hak-hak konsumen dilanggar.

2. Konsumen harus lebih teliti lagi dalam membaca dlda baku yang
terdapat dalam perjanjian tersebut, serta dihara@abila konsumen
merasa hak-haknya dilanggar dan merasakan adanygi&e hendaknya
melaporkan keluhan tersebut langsung kepada PetajaPan Informasi
PT. Telkomsel. Apabila tidak ada respon atau itigkadg baik dari pihak
Telkomsel, konsumen dapat melaporkannya ke lemaiagayayasan yang

bergerak di bidang perlindungan konsumen
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